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Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi DPS terhadap stabilitas dan integritas keuangan bank syariah melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPS berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengawasan terhadap risiko kepatuhan syariah, validasi akad, serta penguatan tata kelola. DPS juga berperan menjaga integritas keuangan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian praktik yang bertentangan dengan nilai etika Islam. Namun, efektivitas DPS masih dihadapkan pada tantangan seperti independensi yang lemah dan keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur kelembagaan DPS agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung keberlanjutan sistem perbankan syariah. 
A B S T R A C T
The Sharia Supervisory Board (SSB) plays a central role in ensuring that Islamic banks operate in compliance with Islamic legal principles. This article aims to analyze the SSB's contribution to the financial stability and integrity of Islamic banks using a descriptive qualitative approach based on literature review. The findings indicate that the SSB contributes to financial stability by supervising sharia compliance risks, validating contracts, and reinforcing governance structures. It also safeguards financial integrity through improved transparency, accountability, and prevention of unethical practices. However, the effectiveness of the SSB remains challenged by limited independence and restricted access to internal information. Therefore, institutional strengthening of the SSB is needed to optimize its role in ensuring the sustainability of the Islamic banking system.


Pendahuluan
Perbankan syariah merupakan sistem keuangan alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Sistem ini tidak hanya menawarkan layanan keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, stabilitas dan integritas keuangan menjadi elemen krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Maharani, 2025).
Salah satu pilar utama yang menopang prinsip syariah dalam operasional bank adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas fatwa seperti DSN-MUI serta peraturan regulator seperti OJK. Keberadaan DPS tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan bank syariah Perbankan syariah merupakan sistem keuangan alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Sistem ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan berbasis profit and loss sharing, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang sesuai syariah, industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi aset, nasabah, maupun inovasi produk. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan yang mampu menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah itu sendiri.
Stabilitas dan integritas keuangan merupakan dua aspek kunci dalam menjamin kepercayaan publik terhadap bank syariah. Stabilitas keuangan berkaitan dengan kemampuan bank dalam mempertahankan kelangsungan operasional di tengah dinamika pasar dan risiko internal, sementara integritas mencerminkan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat vital. DPS berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan seluruh aktivitas bank syariah berjalan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan regulasi yang berlaku, baik dari fatwa DSN-MUI maupun ketentuan OJK.
Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berperan secara normatif sebagai penjaga kepatuhan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang berkontribusi terhadap kualitas tata kelola, mitigasi risiko syariah, dan reputasi lembaga. Namun demikian, dalam praktiknya, kontribusi nyata DPS masih belum banyak diulas secara komprehensif dalam kajian akademik, khususnya terkait pengaruhnya terhadap stabilitas dan integritas keuangan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran DPS memberikan kontribusi signifikan terhadap kestabilan sistem keuangan dan penguatan nilai-nilai etika dalam operasional bank syariah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini mengulas peran strategis DPS berdasarkan literatur, regulasi, serta praktik yang berkembang di industri perbankan syariah.
Namun, dalam praktiknya, belum banyak kajian mendalam yang mengulas secara sistematis bagaimana kontribusi nyata DPS dalam menjaga stabilitas dan integritas tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peran DPS memberikan dampak terhadap tata kelola, kepatuhan syariah, dan manajemen risiko di bank syariah. Artikel ini bertujuan untuk menggali kontribusi tersebut guna memperkuat pemahaman mengenai pentingnya fungsi pengawasan syariah dalam membangun sistem perbankan yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga kokoh secara moral dan etis.  
[bookmark: _Hlk139848611]Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah merupakan organ independen yang memiliki otoritas untuk memberikan nasihat, pengawasan, dan penilaian terhadap kesesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. DPS berperan sebagai jembatan antara fatwa keagamaan dan praktik bisnis perbankan (Ummah, 2019). Peran ini mencakup pengawasan terhadap produk-produk keuangan, proses pembiayaan, serta sistem manajemen risiko syariah yang diterapkan oleh bank.
Secara umum, fungsi DPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama yaitu: yang pertama, fungsi Pengawasan ini meliputi evaluasi dan pemantauan seluruh kegiatan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. DPS berwenang menilai kelayakan syariah suatu produk sebelum diluncurkan ke pasar. Yang kedua, fungsi Konsultatif ini memberikan nasihat dan pendapat hukum syariah kepada manajemen bank terkait kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, fungsi Penguatan Tata Kelola ini terlibat dalam pembentukan budaya kepatuhan dan etika syariah di seluruh tingkatan organisasi.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, konsultatif, dan penguatan tata kelola, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memiliki peran strategis dalam membentuk arah kebijakan syariah bank secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, DPS berperan sebagai penjaga nilai (guardian of values), memastikan bahwa seluruh lini bisnis bank tidak hanya mematuhi syariah secara formal, tetapi juga sejalan dengan maqashid syariah—yaitu tujuan utama dari syariat Islam, seperti perlindungan terhadap harta, akal, dan keadilan sosial.
Lebih jauh, DPS berperan sebagai strategic advisor yang dapat memberikan masukan terhadap perumusan visi jangka panjang bank syariah, termasuk dalam merancang produk baru yang adaptif terhadap kebutuhan pasar tanpa mengabaikan prinsip syariah. Kolaborasi antara DPS dan jajaran direksi yang sinergis menciptakan suasana pengambilan keputusan yang seimbang antara kepatuhan dan kelayakan bisnis.
Di samping itu, dalam konteks tata kelola, DPS juga bertugas untuk menyusun dan menilai kebijakan internal yang berkaitan dengan standar etika, proses akad, hingga kebijakan pembiayaan sektor riil. Penilaian ini dilakukan melalui telaah dokumen secara berkala serta keikutsertaan dalam komite syariah internal. Oleh sebab itu, keberadaan DPS bukan hanya sebagai pelengkap formalitas perizinan, melainkan sebagai komponen integral dari manajemen strategis bank syariah. 
Kontribusi terhadap Stabilitas Keuangan 
Kontribusi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap stabilitas keuangan bank syariah terwujud melalui fungsinya dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Dengan memastikan bahwa setiap produk, akad, dan kebijakan operasional bank tidak melanggar ketentuan syariah, DPS berperan dalam meminimalkan risiko ketidaksesuaian syariah (sharia non-compliance risk) yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan (Furqoni et al., 2025). Kepatuhan terhadap syariah juga berdampak pada struktur risiko yang lebih terkendali, karena kontrak dan produk keuangan yang diawasi secara ketat cenderung lebih transparan dan adil (Syadali et al., 2023). Dengan mengawasi proses pembiayaan dan memastikan kejelasan akad, DPS secara tidak langsung memperkuat fondasi keuangan bank yang berkelanjutan. Selain itu, DPS mendorong inovasi produk keuangan yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga aman dan kompetitif, sehingga menciptakan ekosistem keuangan syariah yang stabil di tengah dinamika pasar. 
Stabilitas keuangan bank syariah tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan manajerial, tetapi juga pada seberapa kuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dijaga. Dalam konteks ini, DPS berkontribusi melalui: Mencegah risiko syariah (sharia non-compliance risk) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan nasabah, Mengawasi struktur kontrak dan memastikan transparansi dalam akad, sehingga mengurangi potensi konflik dan penurunan reputasi, Mendorong inovasi produk yang sesuai syariah namun tetap kompetitif dan aman bagi stabilitas bank (Murdiansyah, 2021).
Selain memastikan kesesuaian produk dengan prinsip syariah, DPS juga turut berperan dalam mendorong kehati-hatian (prudential banking) dalam operasional bank syariah. Hal ini dilakukan melalui keterlibatan DPS dalam komite produk, komite pembiayaan, serta komite manajemen risiko. Keberadaan DPS pada forum-forum tersebut memungkinkan proses identifikasi dan mitigasi risiko dilakukan lebih awal, terutama pada produk baru atau inovatif. Dengan demikian, DPS membantu mengurangi potensi risiko yang bersifat sistemik maupun spesifik pada produk yang rentan menimbulkan kerugian, baik dari sisi hukum maupun reputasi. Peran proaktif DPS dalam pengambilan keputusan strategis juga memperkuat sistem pengendalian internal bank syariah secara menyeluruh, sehingga menambah ketahanan institusi dalam menghadapi tekanan pasar.
Kontribusi terhadap Integritas Keuangan
Integritas dalam sistem keuangan syariah mengacu pada kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip etika Islam. DPS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa: Transparansi dan akuntabilitas dijaga, terutama dalam laporan keuangan dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan dana pihak ketiga, Tidak terjadi praktik manipulatif, seperti penggunaan kontrak syariah secara simbolik yang menyembunyikan praktik riba atau spekulasi, Mekanisme pelaporan pelanggaran syariah dijalankan, dan DPS mampu memberikan rekomendasi atas tindak lanjutnya (Roziana, 2018).
Dalam hal integritas keuangan, DPS memainkan peran penting sebagai penjaga nilai-nilai etika Islam dalam praktik perbankan. Melalui pengawasan ketat terhadap transparansi laporan keuangan, tata kelola dana nasabah, dan pelaporan kegiatan keuangan, DPS membantu menjaga integritas operasional bank syariah. DPS memastikan tidak adanya praktik manipulatif seperti penyalahgunaan kontrak atau pencitraan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS turut mengawasi pelaksanaan pelaporan atas pelanggaran syariah dan memberikan masukan terkait tindak lanjutnya. Dalam memperkuat integritas keuangan, DPS tidak hanya melakukan pengawasan formal, tetapi juga membangun budaya etika syariah yang menyeluruh di dalam organisasi. 
DPS mendorong seluruh karyawan bank untuk memahami nilai-nilai dasar syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan kerja yang berorientasi pada nilai. Langkah konkret yang dapat dilakukan DPS antara lain adalah inisiasi pelatihan rutin tentang prinsip syariah bagi staf operasional dan manajerial, serta keterlibatan dalam penyusunan pedoman etika internal bank. Dengan begitu, DPS tidak hanya mengawasi dari sisi kepatuhan legal-formal, tetapi juga memperkuat aspek moralitas dan integritas individu dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Evaluasi Efektivitas
Meski peran strategis DPS sangat vital, efektivitasnya dalam menjaga stabilitas dan integritas keuangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah tingkat independensi yang belum merata, keterbatasan kapasitas profesional, serta lemahnya sistem evaluasi eksternal terhadap kinerja DPS. Di banyak kasus, DPS belum sepenuhnya memiliki akses yang cukup terhadap informasi internal bank, sehingga ruang geraknya dalam melakukan pengawasan menjadi terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kelembagaan DPS, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan regulasi yang tegas, maupun pembentukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan DPS sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas sistem keuangan syariah di Indonesia (Lestari & Oktaviana, 2020).
Evaluasi efektivitas peran DPS semakin relevan ketika bank menghadapi tantangan digitalisasi dan diversifikasi produk. Banyak bank syariah mulai menawarkan layanan digital seperti mobile financing, QRIS, hingga platform peer-to-peer lending berbasis syariah. Namun, tidak semua DPS dibekali kemampuan untuk menilai kesesuaian syariah dari teknologi dan inovasi digital tersebut. Hal ini menjadi hambatan baru dalam efektivitas pengawasan. Maka dari itu, salah satu indikator efektivitas DPS ke depan adalah kemampuan adaptasi terhadap dinamika industri keuangan digital. Selain itu, pelaksanaan audit syariah internal dan eksternal secara rutin, serta ketersediaan laporan pelanggaran syariah yang transparan, juga menjadi tolok ukur penting untuk menilai kinerja DPS secara obyektif.
Kesimpulan dan Saran
Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas keuangan bank syariah melalui pengawasan terhadap kepatuhan syariah, penguatan tata kelola, dan kontribusi terhadap pengelolaan risiko. Fungsi DPS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menjaga kesesuaian ini, DPS turut menghindarkan bank syariah dari risiko hukum, reputasi, dan keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Selain itu, DPS berkontribusi menjaga integritas sistem keuangan melalui pengawasan terhadap transparansi, keadilan, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Meskipun begitu, efektivitas DPS masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan wewenang, independensi, dan kapasitas sumber daya manusia.
Untuk memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan syariah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota DPS melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi syariah, dan pembekalan mengenai manajemen risiko serta tata kelola. Kedua, mempertegas independensi DPS dari pengaruh manajemen internal bank agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan berintegritas. Ketiga, regulator seperti OJK dan DSN-MUI perlu membangun mekanisme evaluasi dan akuntabilitas kinerja DPS secara berkala untuk memastikan fungsinya berjalan optimal. Terakhir, sinergi antara DPS, manajemen bank, dan regulator harus ditingkatkan agar tercipta ekosistem pengawasan yang saling mendukung dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang kuat, transparan, dan berkelanjutan.
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